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SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
NOMOR : W5-U4/ 28 OT.01.3/SK/1/ 2021

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

: a. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Rl
Nomor :19314A/SEK /OT.01.2/11/2020 tanggal 2 November 2020 tentang
penyampaian Dokumen SAKIP;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 danPasal 4 Peraturan Menteri
Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)} Instansi
Pemerintah ;

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang

Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2015 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

6. Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan
Tatalaksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Agung Rl;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

8. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/SK/XI/2016 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAE PENUH TAHUN 2021

Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungal Penuh Nomor . w5-
ud/74/0T.01.3/5K/1/2020 Tanggal 20 lanuari 2020 tentang penetapan Reviu Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;



Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Menetapkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor w5-ud/
36/0t.01.3/5K/1/2021 TANGGAL 19 Januari 2021 tentang Tim Reviu Indikator Kinerja (IKU)

Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini
merupakan acuankinerja yang di gunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,
untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan

anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja.

Menyusun laporana kuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Repubklik indonesia 2020-

2024

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan

disampaikan kepada Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka lebih meningkatkan -efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturanini,

Panitera diberikan tugas untuk :

a. Melakukan Reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan
keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan /peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua
Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari trdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGAI PENUH
EI-_\_P{J;JANGGAI. :19 lanuari 2021
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Sekretaris Mahkamah Agung Rl

Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Rl
Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
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REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

A. Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

Yang dimaksud dengan Indikator kinerja utama berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama, adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah
organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja
utama di lingkungannya masing-masing dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang peniing dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja vang baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap
instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan
masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi
ketidak selarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil
vang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi
pemerintah. Diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut
sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik
dan penerapannya dilakukan secara integratif di antara unit kerja di dalamnya.
Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi.
Cakupan indikator kinerja utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi
indikator kinerja keluaran (owfpur) dan hasil (oufcomes) dengan tatanan sebagai
berikut :

1. Indikator kinerja utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen /
LPND/Pemenntah Provinsi / Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota, sekurang
- kurangnya adalah indikator hasil (outcomes) sesuai dengan kewenangan, tugas
dan fungsi.
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2. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah
indikator hasil (oufcomes) dan atau keluaran (oufpuf) yang setingkat lebih
tinggi dari keluaran (oufpur) unit kerja di bawahnya.

3. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II / Satuan
Kerja/SKPD/unit kerja mandirt sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran
{output)

Keberhastlan indikator kinerja secara makro pada suatu lembaga tidak
hanya ditentukan oleh satu instansi/ unit kerja, tetapi dipengaruhi olch
keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, indikator kinerja utama pada
level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat
indikator hasil (ouwrcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator
manfaat (benefir) dan dampak (impacts). Untuk tingkat unit kerja/ satuan kerja,
indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus
diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit
kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/iembaga.

Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai
bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan

instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

B. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri

Sungai penuh

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka
pemilihan dan penetapan indikator kinegja utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah
sebagai berikut -

e Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh 2020-2024.

» Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

¢ Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

e Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Negeri Sungai Penuh

yang diamanatkan oleh undang-undang
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C. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Dalam pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama (IKU) bagi
Pengadilan Negeri Sungai Penuh. telah dilibatkan berbagai pendapat, saran
alau usulan dari pemangku kepentingan (stakeholders) baik secara langsung
maupun tidak langsung. Selain itu indikator kinerja utama yang ditetapkan
diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai
guna pengukuran kinerja satuan kerja organmisasi. Tolak ukur indikator
kinerja utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan
kerja organisasi antara lain;

a. Spesifik
b. Dapat dicapai

Relevan

o

d. Mengambarkan keberhasilan
€. Dapat dikualifikasi dan diukur.

Indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara
lain:

Perencanaan jangka menengah

Perencanaan tahunan

Penyusunan dokumen penetapan kinerja

Pelaporan akuntabilitas kinerja
Evaluasi kinerja

A o

Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan

kegatan- kegiatan
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Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dirinci ke dalam setiap

unit kerja sebagai berikut:

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
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el el Hnfiti | |, BBt Rkt
1 Terwufudmya o i s s:sa perkira Jumlah Sisa Perkara yang di selesaikan Panitera Pengadilan dan Laporai
twises peradilan | ¥2ng di selesaikan : X 100% Negetl Sungai Penvh | Taluiman
yang pasti, e Jumlah Sisa Perkara vang harus di selesaikan
transparats dan
akuntabe] - Pidana
Persentase Perkara - Majetis Hakte dan Laporan Bulanan
. Perdata Jumfah Perkara yang di selesaikan Tahun berjatan Panitera Pengadilan dan Laporan
i X 1068% | NegeriSungai Penuh | Tabuman
- Pidana Jumlah Perkara yang nda
Yang diselesailan Tepat
waktu:
Persentise perkars v Majelis Hakiro dan Laporas Bulaman
) per i Jumdal yang tidak mengajukan upays hukom Paniiera Pengadilan dan Laporan
tidak metgajukan upaya X 100% Wegeri Sungai Penub | Tahunan
hkam : Jumlah Putusan perkara
- Banding
~ Knsasi
-PK
Persentase perkarapidang | Jumilah Perkare anak yang diselesaikat secara diversi Majelis Hakim dan Eaporan Bulanan
anak yang di selesaikan o X 100% | Panitera Penpadiian dan Laporan
dengan diversi, Jurnlah Perkara pidana anak Negeri Sunga: Penuh | Tahunan
Indelczs A Maj_elis Hakim dan Laporan Butanan
D g 1o SRS S ) Panitera Pengadilan | dan Laporan
Pencari Keadilan yang Negeri Sungai Penuh | Tahunen
puas terhadap layansp
peraditan
2 Meningkatkan Persentase isi putusan Jumlsh isi putusan yang diterima tepat waktu Majehis Hakim dan Laporan Bulanan
peyederhannan | yang diterima oleh para : - X 100% Panilers Pengadilan | din Laporan
prosis pibak tepat wakiu Jumlah Putusan Megeri Sungai Penuh | Tuhunan
penanganan
perkata mekalui | Persentase Perkara Jumlah Perkara vang &i sélesaikan melabsl mediast Majelis Hakim dan | Laporez Bulanan
pemamfzaian yang diselesaikan - X100% | Panitera Pengadilan | dasl Laporan
feknologi melalul mediasi Jumtah jumlbah perkars vang di taloukan mediasi Negeri Sungai Peauh | Tahunan
‘informasi
- Persentase berkas perkara | Jamlah berkas perkara Yang o) ajukan banding, Majelis Flaldm , Laporan Buldnan
yang di sjukan bauding, kasasi dan PK secara lengkap Paritera der Jurusite | dan Laporan
kasasi dan PK secars : X 100% | Pengndilin Negeri Tahunan
I¢ngkap dan tepat walktu Jumiah Berkas perkara yang di mohonkan Banding, Sungai Penuh
Rasasi dan PE
Persentuse putusan vang.
menarik perhatian Jumntah putusan perkara tipikor yang di unggah
masyarakat yang dapat di dalam situs
akses secara ontine dufam X 100%
wakty 1 harl setelah patus. | Jumlah perkara Tipikor vang di putus.
3 | Meringkatnya | Potsentase porkara prodeo | Jumlak Ferkara prodes yang di selesatian T Majelis lakim dan | Lapotan Bulaman
akres pemidilan vemg di selesnikan X 100% Panitera Pengadilan dan Laporan
bagi masyarikat Jumleh Perara Prodeo Negeri Sungai Penuh | Tahonan
miskin dan
terpinggirkan Persantase perkara yang Jumlah Perkara yang di selesaikan di luar gedung Majelis Hakim dan Laporan Bulanan
diselesaikan diluar pengadilan Panitera Pengadilan. | dan Leporan
geding pengadilan ! X 100% | NegeriSungai Penoh | Tahusan
. Jumlah Perkaza yanp seharusnya di selesaikan diluar
gedung pengadilan
Petsentase pencari Majelis Hakim dan Eaporan Bulanan
keadilan golongan Junilah Pencari keadilan golongan tertentu Paniters Pengadilan dan Laporsn
tertenta yang Yang mendapat Layanan Bantuan Fukum Neperi Sungdi Peruh | Tahunan
4 : X 100%
mendapat layanan N ;
Bantean Hukum Jomlah Pencari keadilan Golongan tertentn
{Posbalum}
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4. Meéningkatnya Persentase Prtusai Majelis Hakim dan Laporan Bulatian

| Kepatuhan poara Pordata yung & | fumlah Putusen perkasa yarg digindak lagjus Paitera Pengadifan | dan Laporan
Teshadag “~ X 100% Negeri Singai Penuh | Tahunan
Puiusan Jumlal: Putusan Perkara yang sudsk BHT

Pengadilan

Sungai Penuh, 15 Februari 2021

KETUA PENGADJLAN NEGERI
SUNGAI PENUH

\ZF TYA BUDI DHARMA, S.H..M.H.
NIP. 1979 11062002 1 21004
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REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS Il

TAHUN 2020
SST’;SAAT';?;';‘S INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
e B == 3 4 5 6
TERWUJUDNYA . Persentase sisa perkara yang
PROSES di.sel.esa] kan
17 Pardata. 100% 100% 100%
gﬁg‘.;'.‘ID'LAN YANG 2. Fidara, 100% 100% 100%
: . Plina Paak 00% 100% 100%
TRANSPARAN DAN 2. Fidanaifng Ande 2 ;
AKUNTABEL
Persentase perkara yang
diselesaikan tepat wakiu.
1. Perdats. 80% 67,85% 84,81%
2 | Pidana. 7% 92'14% 84,48%
3. Pidaria Anak 100% 83.80% 88.89%

Fersentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:

1, Banding
- Perdata
- Pidana 2% 44 74% 62,13%
- Pidana Anak 94% 86,32% 92,48%
2. Kasasi B87% 100% 114,94%
- Perdata
- Pidana 45% 81,58% 180,6%
- Pidana Anak 32% 96,90% 362,81%
3. Peninjauan Kembali 100% 100% 100%
- Perdata
- Pidana 80% 97% 107,77%
- Pidana Anak 87% 100% 114,04%

0% 0% 0%

Persentase perkara pidana
anak yang diselesaikan 2% 0% 0%
dengan diversi ‘

Irdex responden pencari
keadilan yang puas terhadap 80% 131,035% 163,793%
tayanan peradilan

MENINGKATNYA . Persentase isi putusan yang
EFEKTIFITAS diterima oleh para pihak tepat 106% 100% 100%

PENGELOLAAN waldu

PENYELESAIAN

PERKARA . Persentase perkara yang 20% 0% 0%
diselesaikan melatui mediasi

Persentase berkas perkara
yang diajukan banding, kasasi, 100% 100% 100%
dan PK secara lengkap dan
tepat wakiu




MENINGKATNYA
AKSES
PERADILAN BAGI
MASYARAKAT
MISKIN DAN

TERPINGGIRKAN

Persentase putusan perkara
yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam
wakiu 1 hati setelah diputus

100%

160% 100%

Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan

100%

Persentase perkara yang
disetesaikan di luar gedung
pengadilan

& Persentase pencari keadifai
golongan terfentu yang 100% 100% 100%
mendapat fayanan bantuan
htikum (posbakym)

MENINGKATNYA Perseniase putusan perkara perdata

KEPATUHAN yang ditindakianjuti (dieksekusi) 0% 0% 0%
TERHADAP -
PUTUSAN
PENGADILAN
Kegiatan:
Anggaran:
1. DIPA 03 Dirjen Badilum Rp. 86.336.000,-
2. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
* Gaji dan Tunjangan Rp. 2.714.818.000,-
* Operasional dan Pemeliharaan  Rp. 970.144.000,-
¢ Belanja Modal Rp. 25.000.000,-
Jumlah PAGU 01 Rp. 3.709.962.000,-
Jumiah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020
DIPA 03 Rp. 86.161.500,- (99,80%)
DIPA 01 Rp. 3.465.741.574,- (91,30%)




